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Abstrak: Apakah Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
Membawa Berkah? Studi ini berusaha untuk memaknai implementasi 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) basis akrual dan menggali ken
dala yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualita
tif pada aparatur pemerintah Kabupaten Blitar. Studi ini menemukan 
bahwa SAP dimaknai sebagai sebuah keterpaksaan. Meskipun demi kian 
peneliti juga menemukan bahwa implementasi SAP juga merupakan 
suatu berkah bagi para informan. Pada sisi lainnya, beberapa akun ma
sih belum sesuai dengan kebijakan akuntansi. Hal ini disebabkan oleh 
masalah penyusunan neraca awal, perlakuan akun, dan sumber daya 
manusia yang kurang memadai. 
 
Abstract: Is Accrual-Based in Public Sector Accounting Standards 
a Blessing? This study seeks to interpret the implementation of Public 
Sector Accounting Standards (PSAS) based on accrual and explore the con-
straints faced. The method used is descriptive qualitative at government 
apparatus of Regency of Blitar. This study finds that PSAS is interpreted 
as a compulsion. Nevertheless, the researchers also found that the imple-
mentation of PSAS is also a blessing for the informants. On the other hand, 
some accounts still don’t comply with the accounting policies. This is due to 
the problem of preparing the initial balance sheet, account treatment, and 
inadequate human resources.

Kata kunci: akuntansi pemerintah, akrual, berkah

Pemerintah mengeluarkan standar 
akuntansi yang dipakai oleh instansi peme
rintah sebagai acuan dalam menyiapkan dan 
menyajikan laporan keuangan. Peme rintah 
harus menyajikan laporan keuangan yang 
meliputi Laporan Realisasi Anggaran (dae
rah/negara), Lapora Posisi Keuangan (Ne
raca), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan 
atas Laporan Keuangan (CaLK), disertakan 
juga laporan keuangan Badan Usaha yang 
dimiliki oleh Daerah atau oleh Negara. UU 
No. 17/2003 Pasal 32 (1) meng atur kepala 
daerah wajib menyampaikan laporan per
tanggungjawaban pelaksanaan APBD de
ngan menyusun laporan keuangan berdasar
kan SAP. Standar Akuntansi Pemerintahan 
pertama kali ditetapkan dengan diterbitkan 
Peraturan Pemerintan (PP) No. 24/2005. 

 

 

Standar  akuntansi  tersebut  mengatur  pe 
laporan  keuangan  menggunakan  dasar 
kas  menuju  akrual  (cash  toward  accrual). 
Selanjutnya  tahun  2010  peraturan  terse 
but  diubah  menjadi  PP  No.  71/2010  yang 
dilengkapi  dengan  lampiran  I  dan  II.  Lam 
piran  I  memuat  standar  akuntansi  dengan 
basis akrual (accrual basis) dan Lampiran II 
memuat standar akuntansi dengan basis kas 
menuju akrual (Cash Toward Accrual). Cash 
Toward Accrual digunakan sebagai pedoman 
penyusunan laporan keuangan sampai ang 
garan  tahun  2014  dan  accrual  basis  harus 
mulai  diterapkan  untuk  laporan  keuangan 
tahun  2015.  PP  No.  71/2010  menjabarkan 
penerapan  secara  teknis  dalam  peraturan 
Mendagri  No.64/2013.  Peraturan  tersebut

  mengatur  tentang  Penerapan  SAP  dengan 
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basis akrual.
Peraturan Mendagri No. 64/2013 meng

atur tentang kewajiban pemerintah daerah 
untuk menyusun peraturan Kepala Daerah 
yang terkait dengan persiapan implementasi 
Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis 
akrual. Peraturan tersebut mengatur ten
tang kebijakan akuntansi (accounting poli-
cy), Sistem Akuntansi Pemda (SAPD), dan 
Bagan Akun Standar (Chart of Account/BAS) 
yang semuanya berbasis akrual. Hal yang ti
dak kalah penting untuk dipersiapkan yaitu 
sumber daya manusia dan sistem informa
si. Menindaklanjuti kewajiban dalam per
mendagri tersebut, pemerintah kabupaten 
Blitar telah melakukan berbagai persiapan 
penerapan SAP berbasis akrual sejak tahun 
2012. Persiapan dimulai dengan pening
katan kapasitas atau kompetensi sumber 
daya manusia (SDM) dengan cara mengikut
kan tim penyusun laporan keuangan dalam 
bimbingan teknis, workshop, pelatihan ter
kait dengan standar akuntansi basis akrual. 
Selanjutnya dilakukan sosialisasi standar 
tersebut kepada pengelola keuangan satuan 
kerja. Peningkatan kapasitas SDM dilaku
kan sampai tahun 2014 dan pada saat yang 
sama harus menyusun peraturan yang men
dukung penerapan SAP berbasis akrual. 
Pada Mei 2014 peraturan berupa kebijakan 
akuntansi, SAPD, BAS, SAIBA harus selesai 
dan disahkan. Fakta menunjukkan bah
wa sampai akhir tahun 2014 masih belum 
siap. Purwanti (2015) dalam hasil risetnya 
menyatakan pemda Kabupaten Blitar be
lum siap menerapkan SAP berbasis akrual. 
Hal ini terbukti belum selesainya beberapa 
peraturan yang terkait dengan implementasi 
SAP basis akrual yaitu kebijakan akuntansi, 
SAPD, dan BAS.

Penelitian tentang penerapan SAP ber
basis akrual sudah banyak dilakukan baik 
sebelum tahun 2015 maupun setelah ada
nya kewajiban pada tahun 2015 (Andhayani, 
2017; Harun, Peursem, & Eggleton, 2012; 
Hasiara, 2012; Kurniati, Asmony, & Santoso, 
2017; Maimunah, 2016; Surepno, 2015). Pe
nelitianpenelitian tersebut membahas ten
tang kesiapan dan evaluasi penerapan SAP 
berbasis akrual. Hasil penelitian bervariasi 
mulai belum siap, cukup siap dan sudah 
siap dengan ukuran capaian dalam per sen. 
Penelitian sebelumnya banyak melaku
kan evaluasi kesesuaian pelaksanaan SAP 
basis akrual dengan kebijakan akuntansi 
menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 
219/2013. Selain itu, Kurniati, Asmony, & 

Santoso (2017) menemukan bahwa SAP ber
basis akrual telah diterapkan dengan baik 
yang dilihat dari sudut pandang komunika
si, sumber daya manusia, komitmen organi
sasi, dan struktur birokrasi.

Kebaruan penelitian ini adalah meng
gunakan pendekatan kualitatif dengan pa
radigma interpretif. Hal ini digunakan un
tuk mencari makna penerapan SAP berbasis 
akrual menurut presepsi informan yang ter
libat dengan persiapan dan implementasi 
SAP tersebut.

SAP basis akrual diterapkan se
cara serentak pada penyusunan laporan 
keuang an tahun 2015. SAP berbasis akru
al yang dimaksud yaitu SAP yang menga
tur tentang perlakuan pendapatan opera
sional (pendapatanLO), perlakuan beban 
(expense), aset, utang, dan ekuitas dalam 
bentuk laporan finansial menggunakan ba
sis akrual. Selain itu, juga mengatur per
lakuan akuntansi pendapatan dari realisa
si anggaran (Pendapatan–LRA), pengakuan 
semua bentuk belanja, serta penerimaan 
dan pengeluaran pembiayaan dalam ben
tuk laporan pelaksanaan anggaran menggu
nakan dasar kas. Faktor persiapan pemer
intah daerah di atas menjadi sangat penting 
dalam penyelenggaraan suatu peraturan 
yang sudah ditetapkan. Ketidaksiap an pem
da akan menjadi hambatan pada pelak
sanaannya. Berdasarkan uraian tersebut, 
penelitian ini bertujuan untuk me nguak 
makna implementasi SAP dengan basis 
akrual. Tujuan penelitian selanjutnya untuk 
melakukan evaluasi implementasi SAP de
ngan basis akrual pada Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yang 
mengacu pada Permendagri No. 64/2013 
(implementasi akun) dan menggali kendala 
yang dihadapi dalam persiapan dan pelak
sanaannya.

METODE
Pendekatan kualitatif dengan paradig

ma interpretif digunakan dalam penelitian 
ini. Pendekatan kualitatif ini digunakan 
untuk mendapatkan hasil penelitian yang 
lebih luas dan mendalam tentang pokok 
bahasan yang harus diperoleh jawabannya 
(Kamayanti, 2016; Samiolo, 2017;  Gendron 
& Power, 2015). Paradigma interpretatif me
rupakan sebuah sistem sosial yang memak
nai perilaku secara detail dengan melakukan 
observasi langsung. Perilaku dan pernyata
an mempunyai makna yang bervariasi dan 
dapat dinterpretasikan dengan berbagai 
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cara (Lehman, 2010; Sitorus, Triyuwono, & 
Kamayanti, 2017). Penggunaan paradigma 
ini untuk mencari makna penerapan SAP 
berbasis akrual di Kabupaten Blitar.

Situs penelitian dilakukan pada peme
rintah daerah kabupaten Blitar. Dipilihnya 
situs ini karena tahun 2014 pemda kabupa
ten Blitar belum siap menerapkan SAP ber
basis akrual. Padahal, tahun 2015 semua 
pemda harus menerapkan SAP basis akru
al. Dilihat dari sisi Sumber Daya Manusia 
(SDM), kabupaten Blitar mempunyai SDM 
yang memiliki cukup pengetahuan di bidang 
pengelolaan keuangan yaitu di DPKAD yang 
merupakan penggerak penerapan akuntansi 
berbasis akrual. Kabupaten Blitar ini ada
lah salah satu pemerintah daerah yang lebih 
awal menyosialisasikan SAP berbasis akru
al kepada pengelola keuangan di level SKPD 
ataupun PPKD (DPKAD). Sosialisasi aturan 
akuntansi basis akrual ini dilakukan melalui 
pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis 
terkait dengan sosialisasi Peraturan Peme
rintah No. 71/2010 dan Peraturan Mendagri 
No. 64/2013. 

Informan dalam penelitian ini yaitu sub
jek cukup lama terlibat dalam lingkungan 
atau kegiatan yang menjadi fokus penelitian 
sehingga diharapkan subjek mengetahui dan 
memahami objek yang menjadi sasaran pe
nelitian. Menurut peneliti pihakpihak yang 
mengalami, mengetahui, dan memahami ke
giatan peneraparan SAP berbasis akrual yai
tu pejabat di DPKAD dan staf yang terlibat 
dalam persiapan, implementasi dan proses 
penyusunan laporan keuangan, seperti tam
pak pada Tabel 1. 

Data dikumpulkan dengan menggu
nakan metode wawancara dan dokumentasi. 
Wawancara dilakukan secara mendalam (in-
dept interview) dengan informan secara be
bas dengan pertanyaanpertanyaan terbuka. 
Wawancara tidak terstruktur dan terjadwal 
agar informan dalam memberikan informa
si apa adanya. Data yang diperoleh dari wa

wancara dalam bentuk catatan atau rekam
an wawancara. Cara pengumpulan data juga 
dilakukan dengan metode dokumentasi, 
dengan cara mengumpulkan dokumen yang 
dibutuhkan dalam penelitian. Dokumen 
tersebut berupa kebijakan akuntansi, SAPD, 
dan BAS yang diperoleh dari DPKAD. Do
kumen digunakan untuk mendukung data 
yang diperoleh dengan metode wawancara.

Prosedur analisis data yang digunakan 
disesuaikan dengan analisis kualitatif. Pro
ses analisis data dilakukan peneliti mu
lai terjun ke lokasi objek penelitian, ketika 
proses pengumpulan data (informasi), dan 
setelah informasi diperoleh atau selesainya 
tahap pekerjaan lapangan. Data yang telah 
peneliti kumpulkan mulai diagregasi, dior
ganisasi, dan diklasifikasi menjadi unit-unit 
yang dapat dikelola (Davis & Pesch, 2013; 
Kusdewanti, Triyuwono, & Djamhuri, 2016). 
Proses agregasi yaitu proses mengabstrak
si dari data yang bersifat khusus menuju 
data yang bersifat umum dalam rangka me
nemukan peta umum data. Kemudian data 
diorganisasi sesuai urutan terjadinya, kate
gori atau pengelompokanpengelompokan 
yang diperlukan atau dalam bentuk tipolo
gi. Tahap selanjutnya sebaiknya dilakukan 
proses perbaikan, penyempurnaan atau 
penambahan data baru atas pengelompo
kan yang telah dilakukan yang menurut Ari
poerwo, Ludigdo, & Achsin (2014) dikenal 
dengan istilah reduksi data. Peneliti harus 
terjun ke lapang an lagi untuk mendapat
kan dan mungkin perlu membuat kelompok 
baru yang tidak bisa dimasukkan ke dalam 
kelompok yang sudah ada. Tahap terakhir 
yaitu penarikan simpulan atau interpretasi 
data yaitu proses memahami makna atau in
terpretasi yang dipaparkan dalam data.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Makna implementasi SAP berbasis 

akrual. Pemerintah daerah harus menerap
kan SAP dengan akrual basis mulai pelapor

Nama Jabatan
Antok Kepala dinas
Vella Sekretaris dinas
Tama Kepala bidang akuntansi
Febry Kepala bidang aset
Sherly Kepala seksi pelaporan

Tabel 1. Daftar Nama Informan (Samaran) dan Jabatannya
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an keuangan tahun 2015 (Hifni, 2017; Ka
mayanti, 2011). Bagaimana tanggapan para 
pengambil kebijakan dan pihak yang terli
bat langsung dalam penerapan aturan ini?. 
Pertanyaan inilah yang perlu mendapatkan 
jawaban terkait dengan adanya aturan ten
tang penerapan SAP basis akrual. Penerapan 
SAP tersebut diharapkan dapat menyajikan 
laporan keuangan yang lebih transparan 
(terbuka) dan lebih akuntabel. Oleh karena 
itu, perlu upaya dan kerja sama yang serius 
dengan berbagai pihak yang terkait dalam 
penerapannya.

Pemerintah daerah kabupaten Blitar 
sudah mempersiapkan diri dalam menyong
song penerapan SAP berbasis akrual sejak 
2012. Hal yang sudah dilakukan terkait de
ngan kompetensi sumber daya manusia yai
tu dengan mengikutkannya dalam pelatih
an, bimbingan teknis dan studi komparatif 
ke pemerintah daerah lain yang sudah lebih 
dulu menerapkan SAP basis akrual. Seperti 
yang disampaikan oleh Vella berikut.

“Dengan terbitnya PP No. 71 ta
hun 2010 kabupaten Blitar sudah 
mulai melakukan proses sosialiasi 
SAP berbasis akrual tersebut sejak 
tahun 2012. Sosialisasi dilaku
kan melalui bimbingan teknis, 
workshop, seminar, dan kursus 
keuangan. Bimtek dan pelatihan 
dilakukan bekerja sama dengan 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uni
versitas Brawijaya. Selain itu juga 
dilakukan kunjungan ke Bandar
lampung, pemda yang sudah le bih 
dulu menerapkan SAP berbasis 
akrual. Kegiatan kita mulai dari 
DPKAD sebagai penyusun laporan 
keuangan konsolidasi dan dilan
jutkan untuk pengelola SKPD” 
(Vella). 

Penerapan standar akuntansi berbasis 
akrual ini menuntut daerah untuk beker
ja keras terutama dalam hal pemahaman. 
Kualitas sumber daya manusia tentu sangat 
diperlukan. Febry menegaskan hal tersebut 
melalui pernyataan berikut ini.

“Perubahan aturan ini benarbe
nar menguras energi kita. Betapa 
susah payah kita untuk memper
oleh pemahaman terkait dengan 
standar akrual tersebut. Dengan 
pegawai yang terbatas dengan 

latar belakang akuntansi, ha
rus berusaha memahami tentang 
akuntansi akrual. Kami berusaha 
ngangsu kawruh ke instansi lain, 
lembaga penyelenggara workshop, 
bimbingan teknis, dan pelatihan 
untuk mengikuti seminar dan 
pelatihan dalam rangka mem
peroleh pemahaman tentang SAP 
berbasis akrual itu. Termasuk ke
giatan yang diadakan oleh Kemen
terian Dalam Negeri” (Febry).

Seperangkat peraturan harus disusun 
oleh pemda seiring terbitnya Peraturan 
Menteri Dalam Negeri No. 64/2013 tentang 
penerapan standar akuntansi dengan dasar 
akrual (Surepno, 2015). Dengan keharusan 
ini tidak ada alasan pemerintah daerah un
tuk tidak menerapkan SAP berbasis akrual 
walaupun belum siap baik perangkat pera
turan maupun SDM. Peraturan daerah yang 
harus disusun oleh pemda yaitu kebijakan 
akuntansi pemerintah daerah yang berba
sis akrual mengacu Lampiran I Permendagri 
64/2013. 

Sejak terbitnya Peraturan Mendagri 
Nomor 64 tahun 2013, tahun 2014 kabupa
ten Blitar melalui DPKAD sudah melakukan 
persiapan menyusun perangkat aturan un
tuk mendukung implementasi SAP berba
sis akrual. Pasal 10 Permendagri 64/2013 
menyatakan bahwa kebijakan akuntansi 
pemda dan Sistem Akuntansi Pemda diatur 
lebih lanjut dengan menerbitkan peraturan 
kepala daerah yang ditetapkan paling lam
bat pada 31 Mei 2014. Aturan kedua yaitu 
SAPD yang mengatur tentang prosedur dan 
teknik akuntansi dalam proses penyusunan 
laporan keuangan. Proses tersebut melipu
ti: identifikasi transaksi, pencatatan dalam 
buku jurnal, pemindahan dari jurnal ke 
dalam pospos buku besar, dilanjutkan pe
ringkasan dengan menyusun neraca saldo, 
dan terakhir proses menghasilkan laporan 
keuangan.

Pemda kabupaten Blitar sudah melaku
kan langkahlangkah untuk penerap an 
standar baru tersebut dengan menerbitkan 
peraturan kepala daerah. Pertama, penyu
sunan dan penetapan kebijakan akuntansi 
yang diberlakukan untuk entitas akuntansi 
(SKPD) ataupun entitas pelaporan (PPKD). 
Kedua, penyusunan dan penetapan sistem 
akuntansi Pemda yang meliputi sistem 
akuntansi untuk PPKD dan sistem akun
tansi untuk SKPD. Ketiga, penyusunan 
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BAS (Chart of Account). Hal lain yang harus 
diperhatikan yaitu aplikasi komputer penge
lolaan keuangan daerah serta memilih dan 
melatih pegawai di bidang akuntansi untuk 
mengoperasikan sistem tersebut. Terbitnya 
Permendagri 64/2013 semakin membuat 
pusing pemda. Berikut komentar pimpinan 
DPKAD terkait dengan penyusunan perang
kat aturan tersebut di atas.

“Terbitnya Permendagri No. 64 
tahun 2013 memaksa kita harus 
dan harus membuat seperang
kat aturan untuk pedoman dan 
pelengkap penerapan standar ba
sis akrual. Serangkaian kegiatan 
seperti membentuk tim penyusun 
kebijak an akuntansi dan SAPD 
sampai menjadi peraturan daerah 
sudah kami lakukan sejak awal 
tahun 2014. Alhamdulillah seka
rang kabupaten Blitar sudah pu
nya kebijakan akuntansi berbasis 
akrual walaupun belum lengkap 
apalagi sempurna. Kebijakan itu 
dituangkan dalam Peraturan Bu
pati No. 20 tahun 2014 tentang 
Kebijakan Akuntansi dan Sistem 
Akuntansi Pemerintah Daerah. 
Peraturan tersebut kemudian di
sempurnakan dengan terbitnya 
Peraturan Bupati No. 30 tahun 
2015 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati No. 20 tahun 
2014” (Antok).

Komentar senada disampaikan oleh 
Vella. Permendagri tentang penerapan stan
dar akrual menambah pekerjaan dan mem
buat pusing karena harus membuat aturan 
pelaksanaan yang terkait. Hal lebih lengkap 
dapat dicermati melalui pernyataan berikut 
ini.

“Apalagi dengan terbitnya Permen
dagri yang mengatur penerap
an  akuntansi akrual, kita harus 
membuat banyak aturan yang 
men dukung pelaksanaan standar. 
Saya sampai pusing rasanya teta
pi kita harus melaksanakan atur
an pemerintah tersebut. Kita ha
ru s belajar dengan keras tentang 
aturan baru ini. Otak dan pikiran 
kita dipaksa berpikir keras untuk 
cepat membuat aturan tersebut 
(sambil memegang kening)”(Vella).

Penerapan standar akuntansi akrual 
ini juga dirasakan sebagai pemaksaan kepa
da pemerintah daerah. Hal ini sangat dira
sakan oleh pimpinan yaitu sekretaris DPAD. 
Berikut uraiannya Vella setelah minum air 
putih yang tersedia di meja.

“Keterpaksaan itu istilah yang te
pat untuk penerapan standar baru 
ini. Bagaimana tidak? Mau tidak 
mau kita harus menerapkan
nya bukan? Kalau boleh memi
lih yaa tetap saja pakai standar 
yang lama. Hee hee. Aturanatur
an yang se ring berubah itulah 
menuntut kita yang di pemda ha
rus selalu belajar dan belajar. A -
duuuuh pusing deh rasanya kepa
la” (Vella).

Pendapat lain disampaikan oleh Tama 
(kepala bidang akuntansi), yang justeru 
mengkhawatirkan gagalnya penerapan SAP 
berbasis akrual dengan melihat peraturan 
yang harus disusun dan SDM yang men
dukung implementasi standar basis akrual. 
Tama menjelaskan hal tersebut melalui kuti
pan berikut ini.

“Penerapan akuntansi basis akru
al ini bertujuan baik dan saya 
sadar itu. Banyak hal baru yang 
harus dipelajari dan disiapkan. 
Hal ini sangat menyita waktu dan 
pikiran. Apalagi seksi pelaporan 
harus bekerja keras untuk mema
hami aturan yang baru. Otomatis 
sistem aplikasi harus diganti juga. 
Sistem yang lama dibuat oleh 
BPKP, yang pelaksana lapangan 
di daerah masih banyak menemui 
kendala dalam operasionalnya. 
Semoga sistem yang baru mudah 
dan tidak ada hambatan dalam 
operasionalisasinya. Saya tidak 
yakin hal ini akan berjalan lancar” 
(Tama).

Dari beberapa pendapat di atas dapat 
disimpulkan penerapan SAP berbasis akrual 
awal tahun 2015, dimaknai sebagai “mengu
ras energi”, “keterpaksaan”, dan “beban be
rat”. Daerah harus berusaha untuk mencari 
pemahaman tentang aturan tersebut meski
pun Kementerian Dalam Negeri juga ikut 
ambil bagian dalam sosialisasi SAP. Selain 
itu pemda harus mempersiapkan seperang
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kat peraturan untuk mendukung pelaksa
naan standar akrual. Ini merupakan beban 
bagi daerah yang dipaksa menerapkan stan
dar tersebut. Seperti yang disampaikan da
lam beberapa riset (Adhikari & Jayasinghe, 
2017; Maimunah, 2016; Sargiacomo, 2015). 

Dengan berbekal kemauan dan tekat 
untuk mematuhi aturan, kabupaten Blitar 
sudah dapat menyajikan Laporan Keuangan 
sesuai dengan SAP berbasis akrual. Lapor
an keuangan disusun menggunakan sistem 
yang disiapkan oleh BPKP. Adapun Laporan 
Keuangan yang dihasilkan adalah Laporan 
Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekui
tas (LPE), Neraca (Posisi Keuangan), Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubah
an Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan 
Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK). 

Evaluasi atas implementasi Standar 
Akuntansi dasar kas menuju akrual cu
kup banyak mengalami hambatan. Bisa di
bayangkan bagaimana lebih sulitnya mene
rapkan SAP berbasis akrual (Edwards, 2016; 
Harun, Peursem, & Eggleton, 2012;  Snow & 
Reck, 2016). Hal ini juga dialami oleh pemda 
kabupaten Blitar dan terbukti selama 8 ta
hun sampai Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD) 2015 memperoleh pendapat 
Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari ha
sil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK). Antok (kepala DPKAD) menyampaikan 
hal berikut.

“Sampai detik ini kabupaten Bli
tar masih memperoleh opini WDP, 
8 tahun lho bukan masa yang 
pendek untuk belajar dan berbe
nah diri. Masalah aset selalu men
dominasi dan seolaholah nggak 
ada ujungnya kapan selesai. Kami 
sudah berusaha untuk menyele
saikan tetapi selalu muncul ma
salah baru. Inventarisasi aset se
dang kita lakukan agar nilai aset 
menunjukkan nilai yang benar. 
Saat itu kami membayangkan 
betapa sulitnya penerapan stan
dar akrual. Neraca awal saja sam
pai bulan Juni ini belum selesai 
disusun” (Antok).

Kepala bidang aset menyadari apa yang 
disampaikan oleh kepala dinas bahwa aset 
masih saja menjadi temuan BPK dan me
mang masih banyak masalah. Berikut ini 

adalah pendapat Febry (kabid aset) menge
nai temuan tersebut.

“Saya sangat menyadari masalah 
aset yang masih menjadi temuan 
bertahuntahun. Penyebabnya in
ventarisasi aset yang belum tun
tas. Banyak aset yang tidak ada 
secara fisik tetapi masih ada di 
catatan, sebaliknya ada aset se
cara fisik tetapi tidak jelas kepemi
likannya. Selain itu sulitnya me
nentukan harga perolehan, kapan 
diperoleh, dan dari mana sumber” 
(Febry).

Hal senada disampaikan oleh kepa
la seksi pelaporan bahwa aset tetap masih 
terus bermasalah. Dari tahun 2013 sam
pai 2015 menjadi temuan BPK. Masalah 
disebabkan belum selesainya pengisian ko
lomkolom inventarisasi aset. Sherly menu
turkannya melalui pernyataan berikut ini.

“Tahun 2013, 2014, dan 2015 
aset tetap masih menjadi temuan 
BPK. Inventarisasi sudah selesai 
dilakukan tetapi masih ada bebe
rapa kolom yang kosong yaitu har
ga perolehan, tanggal perolehan, 
bersumber perolehan aset. Ma
salah ini yang membuat kita be
lum bisa melakukan penyusutan 
untuk semua aset tetap, terutama 
jalan dan jaringan yang sebagian 
besar belum dilaporkan karena 
belum diketahui nilainya. Selain 
itu persediaan juga masih menjadi 
temuan untuk LKPD tahun 2014. 
Masalahnya persediaan obat
obatan yang sudah didistribusi ke 
puskesmas yang belum terpakai 
tidak masuk dalam persediaan 
dinas kesehatan. Jika persediaan 
masih mudah ditindaklanjuti dan 
tahun 2015 sudah tidak ditemu
kan lagi masalah persediaan” 
(Sherly).

Tahun 2016 semua masalah aset tetap 
dan persediaan sedikit demi sedikit bisa 
diselesaikan. Laporan keuangan pemda 
kabupaten Blitar tahun 2016 memperoleh 
pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 
Hal tersebut diuraikan oleh Sherly melalui 
kutipan berikut ini.
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“Masalah aset tetap dan perse
diaan bisa diselesaikan pada 
laporan keuangan tahun 2016. 
Alhamdulillah laporan keuangan 
pemda kabupaten Blitar tahun 
2016 mendapatkan opini WTP. 
Kerja keras yang setimpal de ngan 
apresiasi atau hasil yang dicapai. 
Lega rasanya setelah bertahunta
hun tertekan pada WDP dan 
akhir nya merdeka juga heee heee” 
(Sherly).

Pendapat yang sama disampaikan oleh 
Antok (kepala DPKAD). Tidak siasia usa
ha untuk selalu berguru dan berbenah diri, 
yang akhirnya mendapatkan opini WTP. An
tok mengomentari hal tersebut melalui per
nyataan berikut ini.

“Awal penerapan standar basis 
akrual memang kami pontang 
panting berguru ke sana kemari. 
Hasil dari ikhtiyar dan kerja sama 
dalam mewujudkan keinginan 
merdeka dari belenggu pendapat 
WDP dan malu pastinya hee heee. 
Syukur Alhamdulillah kami pan
jatkan kepada Allah SWT, setelah 
8 tahun berkutat dengan opini 
WDP atas LKPD kami. Usaha kami 
tidak siasia. Kami mendapatkan 
banyak ucapan dan apresiasi atas 
capaian ini karena WTP adalah 
prestasi tertinggi dari BPK. Kami 
tidak boleh lengah dengan opini 
ini tetapi harus terus berbenah 
diri dan berusaha untuk mem
pertahankan opini WTP. Semoga 
Allah mengabulkan. Aamiin Yaa 
Rabbal Alamiiin” (Antok).

Tama (kabid akuntansi) menyam
paikan pendapat yang sama dengan kepala 
seksi pelaporan dan kepala DPKAD. Beliau 
menyampaikan bahwa Kabupaten Blitar te
lah lama memiliki predikat WDP sehingga 
diperlukan upaya yang keras untuk men
capai WTP. Hal lebih lengkap dapat ditelaah 
melalui pernyataan berikut ini.

“Sudah sejak lama kabupaten 
Blitar bertahan di opini WDP de
ngan pengecualian yang bervari
asi. Kebanyakan dan sering pada 
kewajaran nilai aset tetap, yang 
lain dana bergulir dan persediaan 

yang nilainya memang cukup be
sar. Berbagai usaha sudah kita 
lakukan tetapi masih saja belum 
benar menurut auditor. Inilah 
yang membuat kita harus beker
ja keras untuk memperoleh opini 
WTP” (Tama).

Terkait dengan penyebab status WDP 
pada Kabupaten Blitar, Vella memiliki sudut 
pandang tersendiri. Beliau menyatakan bah
wa aset tetap masih mendominasi temuan 
audit BPK. Hal ini dapat disimak melalui 
penyataan berikut ini.

“Opini WDP selama 8 tahun dise
babkan masalah aset tetap. Belum 
jelasnya status aset, inventarisasi 
aset yang belum tuntas, kapitali
sasi aset yang tidak ada dasarnya, 
pencatatan aset yang tidak aku
rat dan lainlain. Alhamdulillah 
secara perlahanlahan masalah 
tersebut bisa diselesaikan. Syukur 
Alhamdulillah laporan keuang
an tahun 2016 mendapat opini 
WTP. Haaaah sedikit lega mes
ki berat untuk mempertahankan 
opini BPK ini ke depan. Mungkin 
ini berkah dari penerapan aturan 
standar baru” (Vella).

Komentar sekretaris DPKAD didukung 
pendapat Tama. Beliau menyatakan bahwa 
perlu kerja sama yang baik dengan SKPD 
untuk mempertahankan opini WTP. Berikut 
ini adalah rincian komentarnya.

“Saya secara pribadi akan beru
saha untuk mempertahankan 
opini BPK tersebut karena sangat 
disadari bahwa sangat sulit dan 
harus menunggu 8 tahun untuk 
mendapat opini WTP itu. Oleh 
karena itu, usaha untuk memper
tahankan opini harus dilakukan 
bersama dengan SKPDSKPD dan 
inspektorat serta diperlukan ker
ja sama yang baik dan komitmen 
pimpinan” (Tama).

Menurut Febry opini WTP diperoleh 
setelah menyelesaikan masalah aset tetap 
yang bertahuntahun menjadi temuan BPK. 
Selain itu, opini WTP diberikan setelah se
tiap aparatur menyelesaikan permasalahan 
aset tetap. Hal ini dapat dilihat dalam per
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nyataan berikut ini.

“Opini WTP ini kita peroleh setelah 
hampir semua masalah aset 
diselesaikan. Memang aset ini be
sar nilainya sehingga menjadi per
hatian BPK. Selain itu, aset juga 
sulit pengelolaannya. Memerlu
kan waktu bertahuntahun untuk 
menyelesaikan masalah satu per 
satu. Ini juga bagian dari andil in
spektorat yang selalu memberikan 
bimbingan dan pemeriksaan inter
nal. Kita konsultasi dengan BPKP, 
belajar pada pemda lain dan kita 
dituntut harus belajar dan bela
jar. Begitu sulit kita mendapatkan 
opini ini maka ke depan kita ha
rus mempertahankan” (Febry).

Berdasarkan pendapatpendapat di 
atas disimpulkan bahwa pemda kabupaten 
Blitar terus berusaha semaksimal mungkin 
untuk meningkatkan pendapat hasil pe
meriksaan auditor atas laporan keuangan 
pemerintah daerah dengan cara menindak
lanjuti temuantemuan tahun sebelumnya, 
menyelesaikan inventarisasai aset, melaku
kan penyusutan, serta menertibkan per
hitungan persediaan di SKPDSKPD. Usaha 
tersebut ternyata “usaha tidak siasia” kare
na laporan keuangan tahun 2016 memper
oleh opini WTP. Penghargaan ini merupakan 
kali pertama dalam kurun waktu 8 tahun 
setelah terus menerus mendapat opini WDP. 
Opini WTP merupakan “berkah” bagi pem
da kabupaten Blitar. Hal ini karena adanya 
komitmen dan dukungan dari pimpinan dan 
peran inspektorat dalam proses reviu lapor
an keuangan.

Komitmen dan dukungan pimpinan 
yang kuat merupakan kunci kesuksesan 
dari sebuah perubahan (Surepno, 2015; Wil
son, 2013). Dukungan pimpinan tersebut di
buktikan oleh pemerintah kabupaten Blitar. 
Berikut ini adalah komentar Antok tentang 
komitmen tersebut.

”Saya sangat mendukung peru
bah  an betapa berat dan susah nya 
dijalani. Saya yakin perubahan 
itu untuk menjadi lebih baik. Niat 
yang kuat saya tunjukkan dengan 
memberikan dukungan staf atau 
pengelola dan penyusun laporan 
keuangan untuk mengikuti so
sialisasi SAP basis akrual melalui 

 

 

 

 

bimtek,  workshop,  atau  seminar 
terkait dengan penerapan standar 
tersebut” (Antok).

  Pendapat senada dituturkan oleh Vella. 
Beliau mengatakan bahwa pimpinan pemda 
Blitar  sangat  mendukung  penerapan  SAP 
basis akrual. Dukungan tersebut dapat dili 
hat pada pernyataan di bawah ini.

“Selain dukungan pimpinan, SDM
yang  kompeten  dan  mengua
sai  akuntansi  pemerintahan  sa
ngat dibutuhkan. Oleh karena itu 
pengembangan  harus  dilakukan
oleh daerah. Dengan mengikutkan 
mereka  dalam  kegiatan  sosialisa
si  standar  akrual  di  manamana. 
Rasanya sudah capek dengan opi
ni WDP haa haaa” (Vella).

  Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat 
disimpulkan  bahwa  implementasi  SAP  ber 
basis  akrual  dimaknai  sebagai  “berat  dan 
susah”, “rasa capek dengan opini WDP” dan 
berkah.  Makna  pemerkosaan  karena  awal 
persiapan implementasi, pemda harus mem 
buat  seperangkat  peraturan  untuk  syarat 
penerapan  standar,  persiapan  SDM  yang 
memadai  dan  IT  untuk  aplikasi  SAP  basis 
akrual. Hal ini ditunjukkan usaha pemda ka 
bupaten Blitar dilakukan sejak tahun 2012. 
Betapa sulit dan berat pekerjaan awal mun 
culnya  kewajiban  menerapkan  SAP  basis 
akrual. Di sisi lain, implementasi SAP berba 
sis akrual menjadi berkah bagi pemda kabu 
paten Blitar. Setelah 8 tahun berturutturut 
mendapatkan  opini  WDP  dari  BPK,  laporan 
keuangan  tahun  2016  mendapatkan  opini 
WTP.  Perjuangan  yang  panjang  dan  sangat 
berat  itu  akhirnya  menunai  hasil  yang  me 
legakan dan membanggakan bagi pemda ka 
bupaten Blitar beserta masyarakatnya.

  Berdasarkan  uraian  pembahasan  di 
atas  dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan 
SAP  basis  akrual  dimaknai  sebagai  keter 
paksaan, menguras energi, pontang panting, 
capek dengan opini WDP dan berkah. Suka 
atau  tidak,  mau  atau  tidak  aturan  ini  ha 
rus  diterapkan,  ini  sebuah  keterpaksaaan. 
Usaha  untuk  melengkapi  dengan  peratur 
an  bupati  yang  merupakan  aturan  teknis 
pelaksanaan  di  daerah,  merupakan  peker 
jaan  yang  berat  dan  menguras  energi.  Pon 
tang panting berguru ke sana kemari untuk
bisa memahami SAP tersebut, merefleksikan
betapa berat dan serius usaha pemda Blitar.
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Hal tersebut dilakukan karena sudah capek 
dengan opini WDP hasil pemeriksaan BPK 
atas laporan keuangan kabupaten Blitar. 
Akhir dari sebuah perjalanan panjang, de
ngan penerapan SAP basis akrual merupa
kan jalan meningkatkan opini menjadi WTP. 
Berkah yang diterima oleh kabupaten Blitar 
setelah selama 8 tahun memperoleh WDP. 
Setelah mengetahui, memahami, mengama
ti, merenung serta melakukan refleksi pe
neliti menyimpulkan rangkaian makna pe
nerapan SAP basis akrual seperti peribahasa 
“Berakitrakit ke hulu, berenangrenang ke 
tepian”, artinya bersakitsakit dulu, berse
nangsenang kemudian. Makna dari periba
hasa itu adalah apabila ingin mendapatkan 
kesenangan atau keberhasilan pada masa 
yang akan datang, haruslah berani bersu
sah payah terlebih dahulu. Dengan kalimat 
lain, betapa susahnya untuk mendapatkan 
kesenangan.

Evaluasi implementasi kebijakan 
akun. Berikut ini diuraikan evaluasi atas 
penerapan SAP berbasis akrual yang menga
cu pada kebijakan akuntansi sesuai dengan 
lampiran I Permendagri No. 64/2013. Pem
da Blitar sudah memiliki Peraturan Bupati 
mengenai kebijakan akuntansi yaitu Pera
turan Bupati Blitar No. 7/2016 tentang Pe
rubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bli
tar No. 20/2014 yang mengatur Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Kas pemerintah daerah meliputi Kas di 
bendahara Daerah, Kas yang dipegang oleh 
Bendahara Penerimaan, Kas yang dipegang 
oleh Bendahara Pengeluaran. Selain kas ada 
setara kas (ekuivalen kas). Ekuivalen kas yang 
dimaksud yaitu investasi sementara (jangka 
pendek) yang paling lancar dan dapat diubah 
menjadi kas kurang dari 3 (tiga) bulan sejak 
tanggal neraca. Dalam pelaksanaan pemda 
kabupaten Blitar hanya menyajikan kas dan 
tidak ada setara kas. Hal ini karena Pemda 
tidak memiliki investasi sementara kurang 
dari 3 bulan maupun lebih dari 3 bulan ku
rang dari 1 tahun. Kas disajikan di Neraca 
31 Desember 2015 terdiri dari Kas di Kasda 
Rp256.977.840.782,62, Kas di Bendahara 
Dana Kapitasi JKN Rp12.136.173.315, Kas 
yang disimpan oleh Bendahara Pengeluaran 
yang belum dipertanggungjawabkan sebe
sar Rp271.542.390, Kas yang dipegang oleh 
Bendahara Penerimaan yang belum disetor 
sebesar Rp826.256.400, dan uang Kas 
yang ada di Badan Layanan Umum Daerah 
Rp15.398.567.242,39. Penyajian kas sudah 
sesuai dengan kebijakan akuntansi yang te

lah ditetapkan (Kabupaten Blitar, 2015).
Kebijakan akuntansi mengatur investa

si Jangka Pendek merupakan investasi yang 
dapat dijual dengan cepat atau dapat dija
dikan kas atau dimiliki dalam jangka wak
tu antara 312 bulan sejak tangga Neraca. 
Pemda kabupaten Blitar tidak memiliki in
vestasi jangka pendek.

Kebijakan akun atas piutang mengatur 
piutang yang disajikan di Neraca. Piutang di
laporkan di Neraca sebesar nilai neto yang 
dapat direalisasi sehingga diperlukan penye
suaian atas piutang raguragu dengan mem
buat perkiraan penyisihan. Piutang yang 
diperkirakan tidak dapat ditagih dihitung 
menggunakan analisis umur piutang (aging 
schedule). Dalam analisis piutang, piutang 
dikelompokkan menurut umurnya dan 
diperkirakan persentase kerugian piutang. 
Laporan keuangan pemda kabupaten Bli
tar tahun 2015 belum membuat estimasi 
piutang yang tidak dapat ditagih. LKPD ta
hun 2016 sudah menunjukkan penyisihan 
kerugian piutang yang disusun menggu
nakan pendekatan Neraca (persentasi dari 
piutang).

Dalam kebijakan akuntansi persediaan 
dijelaskan bahwa sistem perpetual digu
nakan untuk mencatat persediaan yang 
membutuhkan penanganan yang khusus, 
yaitu obatobatan. Penerapan sistem perpe
tual dilakukan dengan cara mencatat perse
diaan pada saat diterima dan dikeluarkan 
sehingga nilai persediaan bisa diketahui 
setiap saat. Pelaksanaan pemda kabupaten 
Blitar menggunakan metode periodik dan 
persediaan diketahui dengan cara melaku
kan perhitungan secara fisik atas perse
diaan. Hal ini dilakukan karena dianggap 
tidak praktis dan kesulitan dalam menen
tukan nilainya setiap pemakaian dengan 
banyaknya jenis persediaan yaitu 27 ma
cam. Oleh karena itu nilai persediaan ti
dak dapat diketahui setiap saat. Persediaan 
akhir diketahui dengan cara menghitungnya 
secara fisik pada saat penyu sunan laporan 
keuangan. Pelaksanaan pencatatan perse
diaan tidak sesuai dengan kebijakan akun
tansi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kebijakan akuntansi yang 
disusun, investasi jangka panjang dinilai 
menggunakan metode harga perolehan dan 
metode ekuitas. Dengan metode harga per
olehan, hasil investasi yang berupa devi
den diakui sebagai pendapatan yang tidak 
mempengaruhi nilai investasi (bagian dari 
penyertaan modal). Metode ekuiti diterap
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kan dengan mencatat investasi sebesar har
ga perolehan ketika diperoleh. Selanjutnya 
perubahan naik atau turun nilai investasi 
akibat timbulnya laba atau rugi investa
si. Dalam pelaksanaan pemda kabupaten 
Blitar menilai sebagian investasi menggu
nakan metode harga perolehan dan sebagian 
metode ekuitas. Hal ini sesuai dengan krite
ria penyajian investasi jangka panjang.

Aset tetap (property, plant, equipment) 
dinilai sebesar harga pada saat diperoleh 
(cost). Jika sulit mengetahui harga peroleh
an, dapat digunakan fair value. Harga per
olehan merupakan jumlah kas atau ekuiva
len kas yang dikeluarkan untuk memperoleh 
aset sampai siap digunakan. Harga perole
han juga dapat dihitung menggunakan fair 
value dari imbalan lain yang diserahkan 
untuk mendapatkan aset tersebut. Dalam 
pelaksanaannya, aset tetap (aset tidak lan
car) dicatat sebesar harga perolehan meski 
ada masalah terkait dengan perolehannya. 
Beberapa aset tetap belum bisa ditentukan 
nilainya karena tidak ada dokumen yang 
mendukung. Hal ini akan berakibat pada 
jumlah aset tetap secara keseluruhan dan 
penyusutan untuk semua aset tetap. Ma
salah ini terutama untuk tanah dan pera
latan. Selain itu, pemda belum membuat 
peraturan tentang kapitalisasi aset sehing
ga terjadi masalah ketika ada pengeluaran 
setelah perolehan awal. Masalahnya yai
tu perlakukan akuntansi atas pengeluaran 
dapat diakui sebagai belanja modal atau be
lanja barang jasa.

Akun aset Lainnya menampung aset 
yang tidak dapat dimasukkan ke dalam ka
tegori current asset, long term investment 
serta properti, pabrik, peralatan, dan aset 
tetap tersebut tidak lagi digunakan dalam 
operasional pemerintahan (Bloch, Marlowe, 
& Dead, 2016; Patton & Hutchison, 2013). 
Misalnya aset yang tergolong dalam kondisi 
rusak berat, usang, aus, dan dalam proses 
pindah tangan (dijual, disewakan, dihibah
kan atau untuk penyertaan). Dalam pelak
sanaan di pemda kabupaten Blitar terjadi 
masalah terkait dengan aset yang tidak di
gunakan dan masih masuk ke dalam kelom
pok aset tetap. Bahkan masih banyak aset 
yang masih ada di catatan tetapi aset sudah 
tidak ada lagi secara fisik.

Akun liabilitas dapat diklasifikasikan 
ke dalam utang jangka pendek (short term 
liabilities) dan utang jangka panjang (long 
term liabilities). Liabilitas jangka pendek ha
rus dibayar maksimal 12 bulan sedangkan 

liabilitas jangka panjang pembayarannya 
lebih dari 12 bulan sejak tanggal neraca. 
Kewajiban jangka pendek meliputi utang 
bunga, utang beban, pendapatan diterima di 
muka, utang pajak, sebagian utang jangka 
panjang yang pembayarannya tahun depan, 
dan utang jangka pendek lainnya. Utang 
yang dimiliki pemda hanya jangka pendek 
yaitu kewajiban kepada pihak ketiga yang 
berupa utang pajak (utang PPN dan utang 
pajak penghasilan), kewajiban tersebut su
dah dilaporkan dan disajikan di Neraca. Per
lakukan atas utang sudah sesu ai dengan 
kebijakan yang ditetapkan pada peraturan 
Bupati.

Akun ekuitas meliputi akun ekuitas, 
ekuitas SAL dan ekuitas untuk dikonsoli
dasikan. Ekuitas (kekayaan bersih) yaitu 
selisih aset dan liabilitas. Kekayaan bersih 
ditentukan dengan cara menambah atau 
mengurangi ekuitas awal dengan defisit atau 
surplus LO, penyesuaian yang timbul dari 
revisi nilai persediaan, selisih yang timbul 
dari hasil revaluasi aset tetap, dan sebagai
nya. Ekuitas SAL menampung rekening per
antara dari proses penyusunan LRA dan 
Laporan Perubahan SAL (LP SAL). Ekuitas 
SAL terdiri dari estimasi pendapatan, esti
masi penerimaan dari pembiayaan, apropi
asi pengeluaran dari pembiayaan, apropriasi 
belanja, dan estimasi perubahan SAL, sur
plus/defisit (LRA). Terakhir akun ekuitas 
untuk dikonsolidasikan yang menampung 
akun resiprokal yaitu RK PPKD (rekening 
koran PPKD). Dalam Neraca 2015 dan 2016 
pemda kabupaten Blitar hanya menggu
nakan satu rekening yaitu ekuitas dana. 

PendapatanLRA diakui ketika pen
dapatan masuk ke rekening kas umum 
daerah (kasda) dan diterima oleh SKPD. 
Pengukuran PendapatanLRA mengguna
kan azas bruto dengan mencatat peneri
maan bruto dan tidak boleh mengurangi 
penerimaan dengan pengeluaran atau be
lanja yang terjadi terkait dengan perolehan 
pendapatan tersebut (Pemerintah Kabupa
ten Blitar, 2016). Pendapat anLRA disaji kan 
pada LRA dan LAK karena kedua laporan 
tersebut berbasis kas. Pemda kabupaten 
Blitar sudah menerapkan prinsip tersebut 
untuk pendapatanLRA yang diterima kare
na menggunakan basis yang sama dengan 
tahuntahun sebelumnya. 

Belanja diakui ketika kas sudah dike
luarkan dari kasda. Pengeluaran di SKPD 
diakui ketika pengeluaran sudah dipertang
gungjawabkan dan dinyatakan sah atau 
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definitif. Belanja diukur menggunakan azas 
bruto sebesar nilai nominal yang dibuktikan 
adanya dokumen pengeluaran yang dinya
takan sah. Pemda kabupaten Blitar sudah 
menerapkan perlakuan akuntansi atas be
lanja, yang sama dengan kebijakan akun
tansi yang telah ditetapkan.

Pembiayaan meliputi pembiayaan pe
nerimaan dan pengeluaran. Pembiayaan 
yang diterima diakui ketika kas sudah ma
suk di rekening kasda. Sebaliknya, pengelu
aran pembiayaan diakui ketika kas sudah 
keluar dari rekening kasda. Pembiayaan 
hanya ada di PPKD dan tidak ada di SKPD. 
Pembiayaan harus diukur menggunakan 
mata uang Indonesia yaitu rupiah. Jika ada 
transaksi pembiayaan dalam bentuk mata 
uang selain rupiah (asing) harus diubah ke 
mata uang rupiah menggunakan kurs te ngah 
Bank Indonesia pada saat transaksi terjadi. 
Penerapan di pemda kabupaten Blitar sudah 
sesuai dengan kebijakan akuntansi yang te
lah ditetapkan baik untuk penerimaan pem
biayaan maupun pembiayaan pengeluaran.

PendapatanLO (hak pemerintah dae
rah) dicatat menambah ekuitas dan tidak 
memperoleh pembayaran kembali selama 
satu periode. PendapatanLO berasal dari 
transaksi operasional dan transaksi non
operasional. PendapatanLO meningkatkan 
ekuitas pemerintah daerah. PendapatanLO 
yang bersumber dari transaksi pertukaran, 
misalnya: penjualan barang, penjualan jasa, 
dan barter. Selain itu ada pendapatan tran
saksi nonpertukaran, misalnya pendapat
an pajak, pendapatan dari rampasan, 
pen  dapat an hibah, pendapatan dari sum
bangan atau bantuan dari entitas lain, dan 
pendapat an hasil dari alam. PendapatanLO 
diakui ketika timbul hak atau diperoleh hak 
atas pendapatan dan pendapatan dapat di
realisasi. Pendapatan direalisasi seperti di
tunjukkan dengan adanya aliran masuk dari 
sumber daya ekonomi baik yang sudah dite
rima maupun yang belum dibayar (piutang). 

Dalam pelaksanaan tahun 2015, pem
da kabupaten Blitar masih menemui kenda
la terkait dengan pengakuan piutang dan 
pendapatan yang berasal dari transfer PBH 
pajak, DAU, dan DAK. Hal ini disebabkan 
surat ketetapan masih berubahubah ten
tang besarannya sehingga sulit menentukan 
kapan piutang diakui. Harusnya piutang dan 
pendapatanLO dana transfer diakui ketika 
surat ketetapan diterima oleh daerah. Ber
dasarkan CaLK, piutang dana transfer ta
hun 2015 sebesar Rp24.295.913.571 tetapi 

pendapatan dana transferLO diakui hanya 
Rp1.906.277.482.878 yaitu sebesar yang di
realisasi atau diterima kas. Selisihnya diakui 
sebagai piutang dan tidak akan diterima 
karena pemerintah pusat mentransfer sesu
ai dengan perhitungan dana pada saat dise
rahkan ke daerah (Kabupaten Blitar, 2015).

Beban diakui ketika kewajiban telah 
timbul (terutang), konsumsi atas aset te
lah terjadi, atau turunnya manfaat ekonomi 
atas jasa. Kewajiban jika terjadi pengalihan 
hak ke pemda dari pihak lain dan tidak ada 
pengeluaran kas dari kasda, misalnya ke
wajiban yang timbul karena adanya tagih
an biaya telepon dan biaya listrik. Hal ini 
agak sulit diterapkan oleh pemda karena 
sulit memperoleh bukti adanya utang atas 
beban tersebut. Beban juga terjadi ketika 
telah terjadi konsumsi atas aset, misalnya: 
pemakaian bahan habis pakai atau ATK. 
Terakhir, beban dapat terjadi karena ada
nya penurunan manfaat ekonomi, misal nya: 
penyusutan dan amortisasi. Perlakukan 
atas beban ini belum sesuai dengan kebijak
an akuntansi pemda kabupaten Blitar.

Catatan atas laporan keuangan tahun 
2015 adalah beban terdiri dari: beban pega
wai, Rp1.016.569.701.910, beban barang 
dan jasa sebesar Rp295.783.527.092,78, 
beban hibah sebesar Rp84.431.202.600, 
beban bantuan sosial yaitu sebesar 
Rp675.480.000, beban penyusutan sebesar 
Rp161.702.223.573, dan beban penyisihan 
piutang 46.295.517.465,29. Berdasarkan 
data tersebut maka beban telepon, air, dan 
listrik yang terutang pada 31 Desember 
2015 tidak diakui dan dilaporkan karena ke
sulitan menentukan jumlahnya. Beban ke
rugian piutang dibentuk dengan membuat 
cadangan pada akhir periode yang dihitung 
dengan mengalikan persentase tertentu de
ngan saldo piutang dan belum menggunakan 
analisis umur piutang. Pada tahun 2015 dan 
2016 pemda kabupaten Blitar sudah menga
kui beban yang timbul dari penyisihan keru
gian piutang (Kabupaten Blitar, 2015).

Berdasarkan uraian di atas, evaluasi 
penerapan kebijakan akun sebagian besar 
sudah sesuai dengan kebijakan akuntan
si yang ditetapkan. Beberapa penerapan 
akun yang penerapannya tidak sesuai yai
tu piutang, persediaan, pendapatanLO, dan 
beban. Piutang disajikan sebesar nilai reali
sasi bersih, tetapi perhitungan penyisihan 
piutang belum menggunakan analisis umur 
piutang. Persediaan diacatat menggunakan 
metode periodik, sehingga nilai persediaan 
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tidak dapat diketahui setiap saat. Pendapat 
anLO  diakui  sesuai  dengan  yang  diterima 
tetapi  juga  mengakui  adanya  piutang  pada 
saat  surat  ketetapan  Menteri  Keuangan  te 
lah  ditetapkan.  Terakhir  beban  listrik,  air 
dan  telepon  yang  terutang  pada  akhir  peri 
ode tidak dilaporkan di Neraca.

  Hambatan-hambatan  penerapan  SAP 
berbasis  akrual.  Dalam  penerapan  aturan 
baru  sering  ditemui  kesulitan  atau  ham 
batan,  tidak  terkecuali  pemda  Kabupa 
ten  Blitar  dalam  menerapkan  SAP  berbasis 
akrual. Meskipun sudah dipersiapkan sede 
mikian  rupa,  masih  banyak  hambatan  dan 
kesulitan  yang  dihadapi.  Berikut  ini  dipa 
parkan hambatan yang dihadapi pemda Ka 
bupaten Blitar pada saat implementasi SAP 
basis akrual.

  Hambatan  yang  pertama  yaitu  Penyu 
sunan  Neraca  Awal.  Neraca  awal  tahun 
2015  merupakan  neraca  akhir  tahun  2014 
yang  disusun  dan  disesuaikan  dengan  ba 
sis  akrual.  Neraca  tahun  2014  harus  dise 
suaikan  karena  menggunakan  basis  kas 
menuju  akrual  sedang  neraca  awal  tahun 
2015 menggunakan dasar akrual. Perubah 
an  atau  penyesuaian  tersebut  dikenal  de 
ngan istilah restatement (penyajian kembali)
atas pospos Neraca. Restatement ini dilaku 
kan  agar  Neraca  awal  tahun  2015  sesuai 
dengan basis akrual yang diamanatkan oleh 
PP No. 71/2010 yang teknik penyusunannya 
mengacu pada Permendagri No. 64/2013.

  Berdasarkan Permendagri No. 64/2013 
ada  beberapa  hal  yang  perlu  dilakukan 
terkait  dengan  penyusunan  kembali  nera 
ca  awal  (restatement  neraca  awal)  di  ka 
bupaten  Blitar.  Beberapa  pos  yang  harus 
dinyatakan  kembali  yaitu  piutang,  beban 
dibayar  di  muka,  persediaan,  penyertaan 
modal  jangka  panjang, fix  asset, intangible 
asset, utang bunga, pendapatan diterima di 
muka, dan ekuitas. Piutang disajikan di Ne 
raca  sebesar  nilai  wajar  dikurangi  cadang 
an  kerugian  piutang  (estimasi  piutang  ti 
dak tertagih). Pada Neraca awal, penyisihan 
kerugian  piutang  sudah  dilakukan  oleh 
pemda  kabupaten  Blitar.  Piutang  disajikan 
sebesar  nilai  yang  dapat  direalisasi  pada 
Neraca  akhir  2015  seperti  piutang  sebesar 
Rp106.066.137.000  dikurangi  Penyisihan 
Piutang  Tidak  Tertagih  Rp46.295.517.465. 
Estimasi  kerugian  piutang  ditentukan  % 
dari saldo piutang dan belum menggunakan 
analisis  umur  masingmasing  piutang.  Hal 
ini seperti disampaikan oleh Vella pada per 
nyataan berikut.

“Kami sudah membuat penyisih
an kerugian piutang pada neraca 
awal 2015. Cuma hitungannya 
sekian persen dikalikan jumlah 
piutang saat itu. Analisis umur 
piutang belum bisa dilakukan 
karena kesulitan menentukan 
u mur piutang. Piutang yang ada 
merupakan hasil penyesuaian 
pada akhir periode berdasarkan 
basis kas menuju akrual. Jumlah 
secara rinci bisa dilihat di Neraca 
dan CaLK” (Vella).

Pemda Blitar mencatat pembayaran 
menggunakan rekening belanja (pendekat
an LRA) dan belum melakukan penyesuaian 
untuk mengakui pembayaran di muka 
yang belum menjadi beban. Jumlah terse
but harus diakui sebagai beban dibayar di 
muka. Bagian akuntansi merasa kesulitan 
terkait peng akuan pembayaran di muka, 
kapan pembayaran tersebut harus dilapor
kan sebagai belanja dan beban. Pemda ka
bupaten Blitar membayar sewa kantor dan 
rumah dinas dan sudah melakukan penye
suaian. Akhir tahun 2014 atau awal 2015 
terdapat beban dibayar di muka sebesar 
Rp253.000.000. Pada neraca tahun 2015 be
ban dibayar di muka sebesar Rp31.000.000 
(sewa kantor perwakilan Jakarta sebesar 
Rp25.000.000 dan sewa Rumah Dinas Wakil 
Bupati sebesar Rp6.000.000.

Persediaan di pemerintah berupa bahan 
habis pakai. Penyajian kembali atas perse
diaan perlu dilakukan jika persediaan dinilai 
dengan metode yang berbeda dengan metode 
penilaian berbasis akrual. Pemda kabupaten 
Blitar memiliki persediaan yang memang be
lum digunakan dan masih ada secara fisik. 
Bahan habis pakai digunakan untuk men
dukung kegiatan operasional atau layanan 
kepada masyarakat dan ada yang akan di
serahkan kepada masyarakat. Nilai perse
diaan sebesar Rp39.392.274.053,39 tahun 
2014 atau Neraca awal 2015 dan sebesar 
Rp20.214.149.219,04 tahun 2016. Pemerin
tah kabupaten Blitar tidak mengakui perse
diaan yang sudah didstribusi ke SKPDSKPD 
karena sulit untuk mengidentifikasi, yang 
seharusnya masuk dalam rekening bahan 
habis pakai. 

Penyajian kembali investasi jangka 
panjang perlu dilakukan jika metode pen
catatan sebelumnya tidak sama dengan 
metode pencatatan menggunakan basis 
akrual. Pemda kabupaten Blitar memiliki 
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investasi jangka pada Neraca 2014 sebesar 
Rp17.802.609.419,70 dan tahun 2015 sebe
sar Rp17.743.945.072,20. Investasi meru
pakan penyertaan modal pemerintah dae
rah yaitu investasi di PDAM, PT BPR Jatim, 
Bank Jatim, BPR HAS dan PD Savitri Indah. 
Investasi yang meliputi investasi di PDAM, 
BPR HAS, dan PD Savitri Indah dicatat 
menggunakan metode ekuitas sehingga ti
dak perlu dinyatakan kembali karena ketiga 
investasi tersebut sudah dicatat menggu
nakan metode ekuitas. 

Aset tetap dan aset tidak berwujud ha
rus disajikan kembali sebesar book value, 
yang dihitung dengan mengurangi harga per
olehan dengan akumulasi depresiasi. Arti
nya akumulasi penyusutan dan akumulasi 
amortisasi harus dihitung sejak aset dibeli 
dan digunakan sampai tanggal 1 Januari 
2015 saat neraca awal dinyatakan kembali. 
Pemda kabupaten Blitar memiliki Aset Tetap 
per 1 Januari 2015 (Neraca awal 2015) sebe
sar Rp2.399.230.550.199,10 dan 31 Desem
ber 2015 sebesar Rp2.405.080.970.013,24. 
Akumulasi penyusutan tahun 2014 (awal 
2015) sebesar Rp552.643.795.519,00 
da n Neraca 31 Desember 2015 sebesar 
Rp957.685.824.862,57. Penyajian sudah se
suai dengan aturan. Hal lebih lanjut disam
paikan oleh Sherly melalui pernyataan beri
kut ini.

“Laporan keuangan pemerintah 
daerah awal 2015 melakukan re
statement atas akumulasi penyu
sutan. Akumulasi penyusutan su
dah dilakukan meskipun proses 
inventarisasi aset belum selesai 
sampai akhir tahun 2015 karena 
memang harus dilakukan” (Sher
ly).

Pendapat Sherly didukung oleh Febry. 
Penyusutan aset tetap sudah dihitung teta
pi masih menghadapi masalah di beberapa 
SKPD besar yang memiliki aset banyak. Ma
salah aset hibah menjadi perhatian kabid 
aset. Hal lebih lanjut dapat ditelaah melalui 
pernyataan berikut ini.

“Kami sudah menghitung penyu
sutan aset tetap walaupun proses 
inventarisasi aset belum selesai 
pada dua SKPD besar yaitu Dinas 
Pendidikan Nasional dan Dinas 
Pekerjaan Umum. Ada beberapa 
aset yang belum jelas dan masalah 

yang dihadapi yaitu harga per
olehan aset dan kapan diperoleh 
sebagai dasar untuk menghitung 
besarnya penyusutan. Bebera
pa aset belum jelas kepemilikan
nya karena tidak ada bukti hi
bah atau pembeliannya. Bukan 
alasan karena masalah ini, maka 
kami tidak melaporkan akumulasi 
penyu sutan” (Febry).

Penyusunan Neraca Awal memang me
nimbulkan masalah terutama penyusutan 
aset yang tidak kunjung selesai karena ma
sih banyak aset yang belum jelas kepemi
likannya dan harga perolehannya. Berikut 
ini adalah solusi untuk menyelesaikan Nera
ca awal tahun 2015 terkait dengan aset.

“Penyusutan aset tetap sudah 
dilakukan untuk neraca awal ta
hun 2015 walaupun ada bebera
pa kendala karena beberapa aset 
tetap belum jelas kepemilikan
nya, penentuan harga perolehan 
dan kapan diperoleh karena itu 
dasar untuk menentukan penyu
sutan. BPKP menyarankan agar 
aset yang sudah jelas dapat dis
usutkan. Nah berdasarkan saran 
tersebut maka aset yang sudah 
bisa diketahui kapan diperoleh, 
nilai perolehan akan diestimasi 
masa manfaatnya untuk selanjut
nya ditentukan besarnya penyu
sutan setiap tahun dan sudah ma
suk dalam pelaporan tahun 2014, 
2015 dan 2016” (Febry).

Ekuitas sebelumnya terdiri dari tiga 
kelompok yaitu ekuitas dana lancar (EDL), 
ekuitas dana investasi (EDI), dan ekuitas 
dana cadangan (EDC). Konsekuensi dite
rapkannya basis akrual adalah ekuitas per
lu dinyatakan kembali hanya menggunakan 
satu rekening yaitu ekuitas. Nilai ekuitas 
dihasilkan dari Laporan Perubahan Ekui
tas (LPE). Keakayaan bersih atau ekuitas 
pemda kabupaten Blitar tampak di Neraca 
31 Desember 2014 (Awal 2015) sebesar Rp 
2.793.523.938.402,91 dan 2015 sebesar Rp 
2.922.345.339.088. 

Pada awal tahun 2015 Neraca awal 
masih dalam proses penyusunan oleh kasie 
pelaporan. Masingmasing SKPD juga belum 
menyusun Neraca awal tahun 2015. Hampir 
akhir tahun 2015 penyusunan kembali ne
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raca awal baru selesai dilakukan oleh DKPAD 
selaku konsolidator dan penyusun laporan 
keuangan pemerintah daerah. Pospos nera
ca yang sudah dinyatakan kembali piutang, 
beban dibayar di muka, persediaan, investa
si jangka panjang, aset tetap, dan ekuitas. 
Penyusunan Neraca awal 2015 masih meng
alami kendala. Beberapa aset tetap belum 
jelas kepemilikannya, belum diketahui har
ga perolehan, dan kapan diperoleh. Hal ini 
berakibat nilai akumulasi penyusutan atas 
aset tetap belum menunjukkan nilai yang 
seharusnya untuk semua aset tetap.

Hambatan kedua yaitu Pengakuan 
Pendapatan DAU LO dan DAK LO. Menurut 
PP No. 71 tahun 2010 pendapatan ada 
dua macam yaitu pendapatan dari realiasi 
anggar an (LRA) dan pendapatan dari opera
sional (LO). Pendapatan LRA diakui ketika 
disetor atau diterima oleh bendahara umum 
daerah. Hal ini tidak berbeda dan tidak me
nimbulkan masalah karena masih sama 
dengan PP No. 24 tahun 2005 yaitu diakui. 
Dikutip dari PSAP No. 12 (PP No. 71/2010) 
pasal 2022, pendapatan LO diakui ketika 
timbul hak atau dapat ditagih. Pengakuan 
pendapatan operasional dihasilkan dari im
balan pemberian pelayanan sudah sesuai 
peraturan yaitu pada saat timbulnya hak 
untuk melakukan penagihan. Pendapatan 
dari operasional yang dicatat ketika rea
lisasi yaitu hak yang sudah diterima tanpa 
terlebih dahulu dilakukan penagihan oleh 
pemerintah.

Pendapatan (LO) merupakan hak dari 
pemerintah pusat/daerah yang diperlaku
kan sebagai penambah ekuitas. Pendapatan 
LO diakui ketika timbul hak untuk menagih, 
yang menjadi masalah adalah kapan wak
tu pengakuannya. Pajak penghasilan yang 
ditetapkan menggunakan Surat Ketetapan 
Pajak (SKP) yang diterbitkan setiap awal 
tahun. Retribusi yang ditetapkan meng
gunakan Surat Ketetapan Retribusi (SKR). 
Kedua hal tersebut tidak menimbulkan ma
salah. 

Pengakuan pendapatan LRA tidak 
menimbulkan masalah karena perlakuan 
akuntansi sama dengan basis kas menuju 
akrual. Di sisi lain pendapatan LO banyak 
menimbulkan masalah karena perlakuan
nya berbeda dengan pendapatan LRA. 
Pendapatan transfer Dana Alokasi Umum 
(DAU) dan transfer Dana Alokasi Khusus 
(DAK) diakui sebagai pendapatan LO pada 
saat pendapatan tersebut sudah ditetapkan 

menggunakan Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK). Pada saat pemda menerima surat 
ketetapan seharusnya pemda mencatat se
bagai piutang DAU dan piutang DAK tetapi 
pemerintah pusat tidak mau karena dengan 
diakui sebagai piutang kepada pemerintah 
pusat berarti pusat harus membayar semua 
yang telah ditetapkan. Kenyataannya dana 
tersebut turun kadang tidak sesuai dengan 
yang ditetapkan karena sepanjang tahun 
masih mengalami perubahan. 

Tama menyampaikan bahwa pendapat
an LO dari DAU dan DAK diakui ketika 
diterima. Hal ini sebagai konsekuensi dari 
adanya SAP berbasis akrual pada akuntan
si pemerintahan. Informasi lebih rinci me
ngenai pengakuan pendapatan dapat dilihat 
melalui pernyataan berikut ini.

“Yang kami pahami di akuntan
si akrual tentang pengakuan 
pendapatan LO untuk DAU dan 
DAK harus diakui sebagai piutang 
pada saat surat ketetapan besa
ran DAU dan DAK kami terima. 
Ma salahnya pemerintah pusat 
me ngatakan daerah tidak boleh 
meng akui sebagai piutang DAU 
dan DAK pada saat surat ketetap
an dikirim ke pemda karena pe
merintah pusat juga tidak meng
akui sebagai utang. Kalau utang 
artinya pemerintah pusat harus 
melunasi sesuai dengan surat 
ketetapan. Capek deh hee hee” 
(Tama).

Pendapat senada disampaikan oleh 
Sherly. Pendapatan DAU dan DAK menim
bulkan masalah kapan harus dicatat karena 
ada perbedaan persepsi antara daerah dan 
pusat. Berikut ini adalah penuturannya.

“Kita bingung bagaimana dan ka
pan harus mencatat pendapatan 
DAU dan DAK. Seharusnya kita 
berpedoman pada surat ketetap
an tentang DAK dan DAK tetapi 
akan mengalami hambatan keti
ka besaran DAU dan DAK beru
bahubah. Kalau awalnya ketika 
surat ketetapan dikirim dan kita 
akui sebagai piutang, ternyata 
yang diterima tidak sesuai dengan 
surat ketetapan, apakah kita ha
rus menangih sesuai dengan surat 
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ketetapan” (Sherly).

Peraturan mengharuskan daerah 
mengakui sebagai piutang pada saat su
rat ketetapan diterima, tetapi tidak dalam 
praktiknya. Dengan kebingungannya, kasie 
pelaporan mencoba untuk memberikan pen
jelasan. Setelah ambil nafas panjang, Sherly 
melanjutkan ceritanya seperti berikut.

“Selain kapan harus diakui, kami 
juga bingung apakah pendapatan 
transfer tersebut harus diakui se
bagai piutang? Kalau melihat prin
sip pengakuan pendapatan LO, 
pendapatan harus diakui ketika 
timbul hak atau dapat direalisasi. 
Pendapatan ini sudah memenuhi 
prinsip tersebut ketika pemda me
nerima surat ketetapan tentang 
jumlah DAU dan DAK. Anehnya 
kita malah dibuat bingung karena 
pemerintah pusat tidak mengakui 
ini sebagai utang kepada pemda 
sehingga pemda tidak boleh meng
akui sebagai piutang. Kalau pe
merintah pusat mengakui sebagai 
utang maka ada kewajiban pusat 
untuk membayarkan ke pemda. 
Lhaaa ini pusat malah membuat 
kita pusing” (Sherly).

Permasalahan tersebut bukan tanpa 
solusi. Pemda memberikan solusi terkait 
pengakuan pendapatan DAULO dan DAK
LO. Hal ini ditegaskan melalui pernyataan 
berikut ini.

“Akhirnya jalan yang kita tempuh 
yaitu dengan mengakui pendapat
an LO tersebut ketika pendapatan 
sudah diterima di kasda. Jadi, 
bersamaan dengan pengakuan 
pendapatan LRA. Meskipun ini 
juga kurang tepat tetapi kita ber
tindak hatihati agar tidak mun
cul piutang DAU dan DAK pada 
akhir periode ketika yang kita teri
ma lebih rendah daripada piutang 
yang dicatat” (Tama).

Dari beberapa pendapat dan uraian di 
atas, masalah yang terkait dengan pendapat
an LO terutama pendapatan transfer DAU
LO dan DAKLO sudah ada solusi. Cara yang 
dilakukan oleh pemda kabupaten Blitar yai
tu mengakui pendapatan LO bersamasama 

dengan pendapatan LRA ketika uang kas 
sudah masuk di bendahara kas umum dae
rah. Hal ini senada dengan beberapa temuan 
penelitian (Finley & Waymire, 2013; Henke & 
Maher, 2016; O’Leary, 2015; Snow & Reck, 
2016).

Hambatan ketiga yaitu pengakuan 
beban. Beban diakui ketika sudah terpa
kai atau dikonsumsi atau ketika terutang. 
De ngan basis kas menuju akrual, belanja 
diakui ketika pengeluaran dipertanggung
jawabkan. Perlakuan beban ini juga menim
bulkan kebingungan oleh bagian akuntan
si. Penyesuaian akhir tahun terkait dengan 
beban yang harus diakui, misalnya beban 
listrik, air, atau telepon yang kadang be
lum menerima tagihan pada akhir tahun. 
Hal ini akan menimbulkan masalah berapa 
yang harus diakui. Sherly memberikan pen
jelasan lebih lengkap melalui pernyataan di 
bawah ini. 

“Kami tahu bahwa beban akan 
diakui ketika terjadi tetapi masa
lahnya kadang jumlah yang harus 
dibayar kita tidak tahu karena ti
dak pernah ada penagihan yang 
memberikan informasi besarnya 
tagihan, misalnya biaya listrik, 
air, atau telpon. Seharusnya bi
aya tersebut sudah diakui sebagai 
utang pada akhir periode” (Sher
ly).

Pengeluaranpengeluaran terkait de
ngan pengadaan barang dan jasa yang bukan 
belanja modal harus diakui sebagai beban 
ketika terjadi atau ketika ditagih dan tidak 
menunggu saat dibayar atau dipertanggung
jawabkan. Titiktitik pengakuan seperti ini 
yang pasti menimbulkan kebi ngungan ba
gian akuntansi.

Hambatan keempat yaitu sumber daya 
manusia. Sumber daya manusia yang dimili
ki oleh kabupaten Blitar hanya 1 orang yang 
memiliki latar belakang di bidang akuntansi. 
Bidang akuntansi yang dimiliki pun hanya 
akuntansi komersial. Oleh karena itu, ha
rus terus dilakukan pengembangan diri ter
kait dengan akuntansi sektor pemerintahan 
khususnya penerapan SAP basis akrual. 
Hal inilah yang menyebabkan pemda Blitar 
agak lambat merespon penerapan akuntansi 
akrual yang harus diterapkan tahun 2015. 
Walaupun sudah dilakukan sosialisasi, 
workshop, bimtek, ataupun kursus keuang
an belum cukup membekali pegawai untuk 
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siap menerapkan Standar Akuntansi Peme
rintahan berbasis akrual. Hal ini dapat dili
hat melalui pernyataan Tama di bawah ini.

“Saya sudah sering mengikuti 
pelatihan tetapi karena latar be
lakang pendidikan saya bukan 
akuntansi jadi rasanya sulit un
tuk memahami masalah akuntan
si akrual. Komentar temanteman 
saat mengikuti sosialisasi sambil 
bergurau bilang, ayo semangat 
belajar akuntansi kruwal kruwel 
haa haa. Jadi seperti benang ru-
wet yaa” (Tama).

Menurut Vella sebagai sekretaris DP
KAD dia sudah berusaha untuk mengirim
kan pegawai atau pengelola keuangan untuk 
mengikuti pelatihan tentang standar akun
tansi akrual dalam rangka peningkatan ka
pasitas pegawai. Pernyataan berikut ini me
rupakan penjelasan dari Vella.

“Kami sudah sejak 2013 mengi
kut i seminar, pelatihan, atau bim
tek tetapi yang kami utamakan 
adalah staf di DPKAD karena me
reka yang akan menyusun lapor
an keuangan pemda. Selain itu 
juga melakukan studi banding 
ke pemda yang sudah menerap
kan akuntansi akrual yaitu Ban
dar Lampung yang sudah 5 tahun 
berturutturut LKPD mendapat 
opini BPK WTP. Studi banding 
dilakukan untuk ngangsu kaw
ruh, bagaimana Bandar Lampung 
bisa sukses menerapkan SAP ba
sis akrual lebih awal. Luar biasa 
memang komitmen dari pimpinan, 
gencar melakukan sosialisasi, 
pegawai terkait diikutkan dalam 
pelatihan dan lain sebagainya” 
(Vella).

Sherly mengatakan meskipun pegawai 
sudah diikutkan dalam kegiatan pelatihan, 
hambatan masih banyak dihadapi dalam 
proses penyusunan Neraca awal 2015. Hal 
ini disebabkan karena tidak semua pegawai 
memiliki latar belakang pendidikan akun
tansi. Informasi ini dapat ditelaah melalui 
pernyataan berikut ini.

“Pimpinan sudah menugaskan 
kita untuk mengikuti pelatihan 

 

dan  semacamnya,  bahkan  saya 
sudah  mengikuti  3  kali.  Itu  be
lum cukup dan saya harus mem
baca  sendiri  peraturanperaturan 
tersebut  dan  minta ampun  deh
sampai  bosan  rasanya  memba 
canya. Itu kita alami mulai tahun
2013  sampai  2015.  Saat  menyu
sun Neraca awal 2015 masa yang 
begitu berat buat bagian pelapor
an. Keterbatasan pemahaman kita
atas akuntansi yang membuat ge
rak kita agak lambat. Hanya saya
yang mempunyai latar pendidikan 
akuntansi,  yang  lainnya  ma
cammacam. haaaaaaaah”,  ka 
tanya  sambil  menarik  nafas  pan
jang” (Sherly).

  Setelah  minum  air  putih,  Sherly  lalu 
melanjutkan ceritanya. Berikut ini pendapat 
nya tentang SDM yang ada di pemda Kabu 
paten Blitar.

“Alhamdulillah  untuk  penyusun
an laporan keuangan 2016 sudah 
lancar. Itu berkat kerja keras kita 
untuk mau belajar. Beberapa staf 
pegawai keuangan juga saya pak
sa untuk belajar bersama agar se 
andainya  nanti  ada  mutasi  pega
wai  semua  siap.  Seringkali  kalau 
ditawari pindah ke bagian keuang
an pada enggak mau” (penjelasan 
Sherly sambil mengangkat tangan
dan bahunya) (Sherly).

  Dari  beberapa  penjelasan  di  atas 
ditemukan bahwa SDM masih belum mema 
dai  terkait  dengan  penerapan  sistem  baru 
ini.  Selain  pemahaman  terhadap  peraturan 
juga belum banyak pegawai yang siap meng 
operasikan  sistem  informasi  atas  perubah 
an  sistem  akuntansi  akrual.  Hal  ini  sesuai 
dengan  pernyataan  Amirya,  Djamhuri,  & 
Ludigdo  (2014),  Harun,  Peursem,  &  Eggle 
ton  (2012),  Henke  &  Maher  (2016),  Martin 
& Waymire (2017), Pridgen & Wilder (2013), 
dan Surepno (2015) yang menyatakan bahwa 
pelaksanaan  akuntansi  akrual  berhasil  jika 
telah  diterapkan  teknologi  informasi  dalam 
mendukung basis akrual juga terpenuhinya 
jumlah personel berkompetensi.

  Sistem  informasi  akuntansi  yang  dite 
rapkan  pemerintah  daerah  disediakan  oleh 
aplikasi  dari  Badan  Pengawasan  Keuang 
an  dan  Pembangunan  (BPKP)  yaitu  SIMDA
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dan SIMBADA. Sistem Informasi Manaje
men Daerah (SIMDA) yaitu aplikasi untuk 
penatausahaan dan pelaporan keuangan, 
sedangkan SIMBADA yaitu aplikasi untuk 
barang milik daerah (BMD). BPKP memberi
kan bimbingan penggunaan hanya beberapa 
waktu yang mungkin sangat kurang sehing
ga operator sistem kurang bisa memahami 
cara kerja sistem tersebut, terutama SIM
DA. Jika ada kendala rusaknya sistem atau 
sistem tidak berjalan dengan baik, opera
tor tidak dapat memperbaiki sehingga ha
rus memanggil tim teknisi dari BPKP. Hal 
inilah yang menghambat pekerjaan penatau
sahaan dan pelaporan keuangan pemerintah 
daerah.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa 
sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa 
pemda kabupaten Blitar masih menghadapi 
hambatan atau kesulitan dalam menerap
kan SAP berbasis akrual pada tahun 2015. 
Masih adanya kesulitan mengakibatkan ma
sih ada perlakuan akuntansi yang belum be
nar dan layak. Hal ini berakibat pada opini 
Lapor an Keuangan Pemerintah Daerah Ka
bupaten Blitar tahun 2015 masih enggan 
ber anjak dari opini Wajar Dengan Penge
cualian (WDP). Hambatan yang dihadapi se
dikit demi sedikit dapat diatasi. Perjalanan 
selama tahun 2015 dan 2016 dalam me
nerapkan SAP berbasis akrual memberikan 
pengalaman yang sangat berharga bagi ka
bupaten Blitar. Justeru dengan menerapkan 
SAP berbasis akrual, kabupaten Blitar mem
peroleh opini WTP untuk laporan keuang
an tahun 2016. Untuk mencapai prestasi 
rasanya begitu mudah, bagaimana mem
pertahankan opini tersebut untuk LKPD 
tahuntahun mendatang. Kita lihat nanti 
bagaimana kiprah kabupaten Blitar dalam 
usahanya untuk mempertahankan prestasi 
tertinggi dari BPK tersebut.

SIMPULAN 
Penelitian ini memberikan hasil pene

muan makna implementasi SAP berdasar 
basis akrual dan hambatan yang dihadapi 
ketika menyusun laporan keuangan tahun 
2015 dan 2016. Penerapan SAP basis akru
al dimaknai sebagai keterpaksaan, mengu
ras energi, pontang panting, capek dengan 
opini WDP dan berkah. Daerah harus mem
pelajari standar tersebut melalui bimbing
an teknis, workshop, seminar, dan kursus 
keuangan. Selain itu, harus mempersiapkan 
seperangkat peraturan, SDM, dan sistem. 
Pekerjaan yang sangat berat dan tidak mu

dah bagi daerah, inilah yang dimaknai se
bagai keterpaksaan, menguras energi dan 
pontang panting. Hal ini dilakukan karena 
pemda kabupaten Blitar sudah lelah dengan 
opini WDP dari BPK 8 tahun sampai laporan 
keuangan tahun 2015 mendapatkan opini 
WDP. Di sisi lain, penerapan SAP akrual ini 
dimaknai sebagai berkah. Dengan diterap
kan standar akrual ini, laporan keuangan 
tahun 2016 mendapatkan opini WTP. Hal ini 
dianggap sebagai berkah oleh pemda. Hasil 
refleksi peneliti atas rangkaian makna pene-
rapan SAP basis akrual seperti peribahasa 
“Berakitrakit ke hulu, berenangrenang ke 
tepian”.

Kabupaten Blitar sudah mengimple
mentasikan SAP berdasar basis akrual sejak 
pelaporan keuangan tahun 2015 walaupun 
masih banyak menemui hambatan dan mas
alah terkait dengan persiapan dan penerap
an SAP tersebut. Evaluasi atas penerapan 
SAP basis akrual mengacu pada kebijakan 
akuntansi yang telah ditetapkan sesuai de
ngan lampiran I Permendagri No. 64/2013. 
Beberapa akun yang disajikan masih belum 
sesuai dengan kebijakan akuntansi yang te
lah ditetapkan, meliputi akun piutang, per
sediaan, pendapatanLO, dan akun beban. 

 Dalam penerapan SAP berbasis akru
al, pemda kabupaten Blitar menemui bebe
rapa hambatan. Hambatan tersebut adalah 
masalah dalam penyusunan neraca awal 
2015, pengakuan dana transfer pendapat
an LO untuk DAKLO dan DAULO, peng
akuan beban, penyusutan aset, dan ma
salah sumber daya manusia yang kurang 
memadai. Hambatan tersebut terjadi pada 
penyusunan laporan keuangan tahun 2015. 
Pada proses penyusunan Neraca Awal tahun 
2015, masa lah yang dihadapi adalah penen
tuan penyisihan piutang tidak tertagih dan 
akumulasi penyusutan. Hambatan tersebut 
berdampak pada opini BPK atas LKPD tahun 
2015 yang memperoleh opini WDP. Penge
cualian masih tetap masalah aset yaitu nilai 
aset tetap yang dianggap tidak wajar. Hal 
ini disebabkan status aset, pencatatan aset, 
inventarisasi aset, dan pelaporan aset yang 
belum melaporkan keseluruhan aset tetap 
yang dimiliki. Untuk meningkatkan opini 
auditor atas laporan keuangan, pemda ka
bupaten Blitar berusaha semaksimal mung
kin dengan cara menindaklanjuti temuan
temuan untuk tahun sebelumnya 2015. 
Usaha tersebut membawa hasil yang meng
gembirakan. Pemda kabupaten Blitar mem
peroleh opini WTP atas LKPD tahun 2016. 



    190     Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 9, Nomor 1, April 2018, Hlm 173-191

DAFTAR RUJUKAN
Adhika, P., & Jayasinghe, K. (2017). ‘Agents

infocus’ and ‘Agentsincontext’: The 
Strong Structuration Analysis of Cen
tral Government Accounting Practices 
and Reforms in Nepal. Accounting Fo-
rum, 41(2), 96115. https://doi.org/10.
1016/j.accfor.2017.01.001

Amirya, M., Djamhuri, A., & Ludigdo, U. 
(2014). Pengembangan Sistem Ang
garan dan Akuntansi Badan Layanan 
Umum Universitas Brawijaya: Perspek
tif Institusionalis. Jurnal Akuntansi Mul-
tiparadigma, 3(3), 343356. http://dx.
doi.org/10.18202/jamal.2012.12.7166 

Aripoerwo, R., Ludigdo, U., & Achsin, M. 
(2014). Independensi Akuntan Publik 
dan Pihak Terasosiasi. Jurnal Akun-
tansi Multiparadigma, 5(2), 314344. 
http://dx.doi.org/10.18202/jamal.
2014.08.5020

Andhayani, A. (2017). Dilema Akrualisasi
Akuntansi dalam Pengelolaan Keuang
an Daerah. Jurnal Akuntansi Multipa-
radigma, 8(2), 291307. http://dx.doi.
org/10.18202/jamal.2017.08.7055 

Bloch, R. I., Marlowe, J., & Mead, D. M.  (2016).
Infrastructure Asset Reporting and Pri
cing Uncertainty in the Municipal Bond 
Market. Journal of Governmental & Non-
profit Accounting, 5(1), 5370. https://
doi.org/10.2308/ogna51726

Davis, E. S., & Pesch, H. L. (2013). Fraud Dy
namics and Controls in Organizations. 
Accounting, Organizations and Society, 
38(67), 469483. https://doi.org/10.
1016/j.aos.2012.07.005

Edwards, J. R. (2016). Whinney and Water
house’s Government Assignment 1887–
1888: A Study of Its Significance. Ac-
counting Historians Journal, 43(1), 132. 
https://doi.org/10.2308/01484184.
43.1.1

Finley, W., & Waymire, T. R. (2013). Thinking
Practice: Iteration, Peer Review, and 
Policy Analysis in a Governmental Ac
counting Class. Journal of Accounting 
Education, 31(3), 333349. https://doi.
org/10.1016/j.jaccedu.2013.06.001

Gendron, Y., & Power, M. K. (2015). Research 
Forum on Qualitative Research in Au
diting. AUDITING: A Journal of Prac-
tice & Theory, 34(2), 12. https://doi.
org/10.2308/ajpt10458

Harun, Peursem, K. V., & Eggleton, I. (2012).
Institutionalization of Accrual Account

ing in the Indonesian Public Sector. 
Journal of Accounting & Organization-
al Change, 8(3), 257285. https://doi.
org/10.1108/18325911211258308

Hasiara, L. (2012). Sikap dan Perilaku Peja
bat, Unit SKPD dalam Pengelolaan APBD 
dan Aset Daerah. Jurnal Akuntansi Mul-
tiparadigma, 3(1), 101110. http://dx.
doi.org/10.18202/jamal.2012.04.7147

Henke, T. S., & Maher, J. J. (2016). Govern
ment Reporting Timeliness and Munici
pal Credit Market Implications. Journal 
of Governmental & Nonprofit Accounting, 
5(1), 1–24. https://doi.org/10.2308/
ogna51601

Hifni, S. (2017). Antecedent Factors in the 
Implementation of Accounting System 
and Performance of Information System 
(A Case in Readiness to Success Accrual 
Base of Financial Reporting in South Ka
limantan–Indonesia). International Jour-
nal of Finance and Accounting, 6(1), 19–
36. https://doi.org/10.5923/j.ijfa.2017
0601.04

Kabupaten Blitar. (2015). Laporan Keuang-
an Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar 
Tahun Anggaran 2015. Tersedia pada: 
https://transparansi.blitarkab.go.id/
laporan_keuangan/?cat=384

Kamayanti, A. (2011). Akuntansiasi atau 
Akuntansiana? Memaknai Reformasi 
Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. 
Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2(3), 
531540. http://dx.doi.org/10.18202/
jamal.2011.12.7138

Kamayanti, A. (2016). Metodologi Penelitian 
Kualitatif Pengantar Religiositas Keil-
muan. Jakarta: Yayasan Rumah Pene leh.

Kurniati, E., Asmony, T., & Santoso, B.  (2017).
Kemelut Penatausahaan Aset Tetap (Dulu 
hingga Kini). Jurnal Akuntansi Multi
paradigma, 8(3), 540558. http://dx.
doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7072

Kusdewanti, A. I., Triyuwono, I., & Djamhuri,
A. (2016). Teori Ketundukan: Guga-
tan terhadap Agency Theory. Jakarta: 
Yayasan Rumah Peneleh.

Lehman, G. (2010). Interpretive Accounting
Research. Accounting Forum, 34(3), 231
235. https://doi.org/10.1016/j.accfor.
2010.08.007

Maimunah, M. (2016). Implementation of Ac
crual Accounting: Review of Readiness 
and Arising Problem. Procedia Social 
and Behavioral Sciences, 219, 480–485. 
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.



Purwanti, Apakah Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual...    191

2016.05.023
Martin, R. B., & Waymire, T. R. (2017).  Filling

the Demand for Municipal Govern
ment Accountants: The Benefits of a 
Governmental and Not-for-Profit Ac
counting Course. Journal of Account-
ing Education, 40, 4354. https://doi.
org/10.1016/j.jaccedu.2017.04.001

O’Leary, D. E. (2015). Armchair Auditors: 
Crowdsourcing Analysis of Government 
Expenditures. Journal of Emerging Tech-
nologies in Accounting, 12(1), 7191. 
https://doi.org/10.2308/jeta51225

Patton, T. K., & Hutchison, P. D. (2013) His
torical Development of the Financial 
Reporting Model for State and Local 
Governments in the United States from 
Late 1800s to 1999. Accounting Histori-
ans Journal, 40(2), 2153. https://doi.
org/10.2308/01484184.40.2.21

Pridgen, A. K., & Wilder, W. M. (2013). Rele
vance of GASB No. 34 to Financial Re
porting by Municipal Governments. 
Accounting Horizons, 27(2), 175204. 
https://doi.org/10.2308/acch50377

Samiolo, R. (2017). Accounting, actorhood 
and Actors: A Comment on: Casting 
Call: The Expanding Nature of Actor
hood in U.S. Firms, 1960–2010 by Pat
ricia Bromley and Amanda Sharkey. 

Accounting, Organizations and Society, 
59, 2126. https://doi.org/10.1016/j.
aos.2017.06.003

Sargiacomo, M. (2015). Earthquakes, Ex
ceptional Government and Extraordi
nary Accounting. Accounting, Organiza-
tions and Society, 42, 6789. https://
doi.org/10.1016/j.aos.2015.02.001

Sitorus, J. H. E., Triyuwono, I., & Kamayan
ti, A. (2017). Homo Economicus vis a 
vis Homo Pancasilaus: A Fight against 
Positive Accounting Theory. Pertanika 
Journal of Social Science and Humani-
ties, 25(S), 311320.

Snow, N. M., & Reck, J. L. (2016). Developing 
a Government Reporting Taxonomy. 
Journal of Information Systems, 30(2), 
4981. https://doi.org/10.2308/isys
51373

Surepno. (2015). The Key Success and Stra
tegic Role of Accrual Based Account
ing Implementation. The Winner, 16(2), 
142–151. https://doi.org/10.21512/
tw.v16i2.1567

Wilson, E. (2013). An Historical Perspective
on Governmental Accounting Education. 
Journal of Accounting Education, 31(3), 
244251. https://doi.org/10.1016/j.jac
cedu.2013.06.002




